GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR48 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Menimbang

Mengingat

NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan
kepada masyarakat khususnya pelayanan dibidan Perizinan
dan Non Perizinan, maka dipandang perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
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6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956};

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peiayanan Publik
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ‘
Kalimantan Timur Nomor 78); |

. Peraturdan Gubertiur Kalimdrtan Timiur Nofiior 30 Tahun
2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor
32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

1
Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR‘
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2018 TENTANG |
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. |

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan |
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2019 tentang |
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang }
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  (Berita Daerah Provinsi |
Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 61) diubah sebagai berikut: |

1. Ketentuan Bagian Kesatu BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu
Penandatanganan

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5

(1) Seluruh Pelayanan Perizianan dan Non Perizinan yang menjadi
kewenangan DPMPTSP dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai ketentuan |
peraturan perundang-undangan. ‘



(2) Gubemur melimpahkan kewenangan kepada DPMPTSP meliputi proses
administrasi perizinan dan non perizinan.

(3) Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
meliputi :

a. kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang menjadi urusan
Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Gubernur.

(4 Gubemur menandatangani perizinan dan non perizinan setelah
dilakukan proses paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Seksi
yang membidangi perijinan, Kepala Bidang Pelayanan Perijinan, Kepala

DPMPTSP, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Wakil

Gubemur.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

meliputi :
a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan; dan
b. penyerahan dokumen izin dan non izin.

Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd

ISRAN NOOR
Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 5 Agustus 2019 _ ) )
Salinan sesuai dengan aslinya

an. SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

PEMBINA UTAMA MUDA
FATHUL HALIM NIP. 19620527 198503 1006

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 49



